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ABSTRAK

Prisca Lucya (E21116307), menyusun skripsi dengan judul : “Implementasi
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten
Kolaka Utara” xv + 84 Halaman + 8 Gambar + 3 Tabel + 36 Daftar Pustaka,
dibawah bimbingan Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS dan Dr. Atta Irene
Allorante, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program
Keluarga Harapan (PKH) dan untuk menganlisis faktor yang mempengaruhi
implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu
Kabupaten Kolaka Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Model analisis yang
digunakan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara belum efektif.
Hal ini dibuktikan dengan berdasar pada beberapa indikator yang di teliti yakni
standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, komunikasi antar
organisasi dan pengukuhan aktivitas/aktivitas pelaksana, dan kondisi sosial,
ekonomi, dan politik. Proses implementasi program yang optimal terjadi pada
indikator Standar dan sasaran kebijakan, sikap pelaksana, komunikasi antar
organisasi dan pengukuhan aktivitas/aktivitas pelaksana, dan kondisi sosial,
ekonomi, dan politik, sedangkan indikator sumber daya masih memerlukan
perbaikan baik dalam sumber daya manusia yang masih kurang karena hanya
terdapat satu pendamping untuk mendampingi 300 lebih KPM dan sumber daya
finansial yang masih sangat kurang sehingga berpengaruh langsung dalam
pengimplementasian PKH di Kecamatan Watunohu
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ABSTRACK

Prisca Lucya (E21116307) compiled a thesis with the title: "Implementation
of the Family Hope Program (PKH) in Watunohu Subdistrict, North Kolaka
Regency" xv + 84 Pages + 8 Pictures + 3 Tables + 36 Bibliography, under the
guidance of Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS and Dr. Atta Irene Allorante, M.Si

This study aims to describe the implementation of the Family Hope
Program (PKH) and to analyze the factors that influence the implementation of the
Family Hope Program (PKH) in Watunohu District, Kolaka Utara Regency.

This study uses a qualitative method. This type of research is descriptive
gualitative, data collection techniques using in-depth interviews, documentation,
and observation. The analysis model used in analyzing the data is data reduction,
data presentation and conclusion drawing.

The results showed that the implementation of the Family Hope Program
(PKH) in Watunohu Subdistrict, Kolaka Utara Regency not yet effective. This is
evidenced by the basis of several indicators examined, namely policy standards
and targets, resources, implementers' attitudes, communication between
organizations and strengthening of activities / activities of executors, and social,
economic and political conditions. The optimal program implementation process
occurs in standard indicators and policy targets, implementer attitudes,
communication between organizations and strengthening of activities / activities of
executors, and social, economic, and political conditions, while the resource
indicators still need improvement in both human resources which are still lacking
because there is only one companion to assist more than 300 KPM and financial
resources are still very lacking so that they have a direct effect on the
implementation of PKH in Watunohu District
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BAB |

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, tingkat kemiskinan semakin meningkat.
Kemiskinan menjadi permasalahan utama di semua Negara, bukan hanya Negara
berkembang tetapi juga Negara maju. Meskipun kemiskinan yang paling parah
terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap
negara. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang
berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan
adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal
untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Kebutuhan non
makanan yang dimaksud disini adalah perumahan, sandang, pendidikan, dan
kesehatan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. (BPS:2020)

Kemiskinan dapat dilihat dari sulitnya penduduk miskin untuk mengakses

bidang pendidikan dan kesehatan. Padahal bidang pendidikan dan kesehatan

n faktor penting dalam membangun sumber daya manusia yang
I.';'-i? | hs. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat

lak dapat menjangkau dunia pendidikan, hal ini semakin memperburuk
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situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan membuat
mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan karena tidak
memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Begitu pula
dengan kesehatan, biaya yang tinggi membuat masyarakat miskin lebih memilih
untuk menggunakan obat tradisional atau pengobatan alternatif lainnya apabila
mereka sakit. Selain itu pemeliharaan kesehatan ibu yang sedang mengandung
pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan
buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau menimbulkan dampak yang

lebih besar berupa kematian bayi.

Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang memiliki cukup banyak
masyarakat miskin, jumlah masyarakat miskin pada Maret 2019 sebanyak 25,144
juta orang atau sebesar 9,41 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS:2019).
Tentu jumlah itu bukan angka yang sedikit sehingga pemerintah perlu
mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang nantinya akan
mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
sebagaimana diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan taraf

kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat miskin.

Namun berbagai kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan
yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan ternyata
pencapaiannya jauh dari yang diharapkan. Di Indonesia, kita sering membaca di

media cetak, melihat di TV, atau bahkan menyaksikan secara langsung berbagai

kegagalan implementasi kebijakan, program, dan proyek pembangunan
ksanakan oleh pemerintah (baik pemerintah pusa, provinsi, maupun

Contoh yang nyata adalah kegagalan pemerintah dalam
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mengimplemntasikan berbagai program anti kemiskinan, sejak Era Orde Baru
sampai Era Reformasi ternyata dalam realisasinya masih jauh dari yang dicita-
citakan. Hal ini mudah diduga karena implementasi berbagai program anti
kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT)
yang dirancang oleh Pemerintahan Presiden Suharto sampai dengan program
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono kurang dapat diimplementaskan secara baik (Lubis,

2016:5).

Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebab kegagalan program-program
anti kemiskinan tersebut. Selain itu karena masalah Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN) yang menjadi faktor utama kegagalan berbagai program anti
kemiskina yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, variable penjelasan yang lain,
seperti : adanya kecenderungan untuk penyeragaman kebijakan, lemahnya
pengetahuan kelompok sasaran terhadap berbagai program yang
diimplementasikan juga merupakan kontibutor terhadap kegagalan implementasi

program-program anti kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah.

Salah satu program yang dihadirkan pemerintah Indonesia yang
diharapkan tepat sasaran sehingga dapat mengurangi kemiskinan adalah Program
Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program
Kementerian Sosial dengan cakupan nasional yang merupakan upaya

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini telah berjalan sejak 2007

m— nemberikan bantuan tetap reguler sebesar Rp 550 ribu per keluarga per

™ | . L . L.
H'I Jr emerintah Indonesia ingin segera menyelesaikan masalah kemiskinan
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dengan PKH melalui Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin. (Kemensos,

PKH)

Komponen PKH terdiri dari pendidikan dan kesehatan untuk keluarga
sangat miskin. Diharapkan dengan adanya peningkatan akses pelayanan PKH
terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan akan memutus mata rantai

kemiskinan yang telah terjadi turun temurun.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH sejak tahun 2007 dan
terus meningkatkan jumlah peserta atau penerima manfaat setiap tahunnya.
Namun pada tahun 2007 PKH hanya diterapkan pada 7 Provinsi saja sebagai uji
coba, namun saat ini PKH ini sudah diterapkan pada 34 Provinsi di seluruh
Indonesia baik di kota maupun di desa. Oleh karena itu, penerapan PKH di
Kabupaten Kolaka Utara baru dimulai pada tahun 2013 dengan jumlah 4041 KPM.
Namun pada tahun 2018 jumlah peserta/penerima manfaat sudah sebanyak
10.726 KPM (Berita Kolut, 2018).

Di Kabupaten Kolaka Utara sendiri peserta/penerima manfaat sudah
tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kolaka Utara termasuk Kecamatan
Watunohu. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari Koordinator
Program Keluarga Harapan Kabupaten Kolaka Utara, di Kecamatan Watunohu
sendiri terdapat 333 KPM yang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat
Program Keluarga Harapan (Wawancara 19 November 2019).

Kecamatan Watunohu pada tahun 2018 mempunyai penduduk sebanyak

6.940 jiwa yang terdiri atas 3.527 jiwa penduduk laki-laki dan 3.413 jiwa penduduk

an (BPS:2019). Kecamatan Watunohu juga pasti tidak terlepas dari
kesejahteraan sosial, ini terbukti dengan tingginya jumlah penyandang

kesejahteraan sosial pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1.523 yang terdiri
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atas 271 keluarga fakir miskin dan 1.252 penyandang masalah kesejahteraan
sosial lainnya (BPS:2019). Ini berarti PKH belum mampu menjangkau seluruh
masyarakat miskin baik yang tergolong sebagai fakir miskin maupun penyandang
masalah kesejahteraan sosial lainnya di Kecamatan Watunohu. Oleh karena itu
perlu ada koordinasi dari pihak terkait agar dalam pelaksanaannya dapat
menjaring kelompok sasaran yang tepat sehingga bantuan dapat dimanfaatkan
sesuai dengan tujuan program. Selain itu belum ada penelitian sebelumnya
mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Utara
selama pelaksanaanya dari tahun 2016 sampai sekarang. Oleh karena itu peneliti
tertarik untuk melihat proses pelaksanaan Program keluarga Harapan, namun
peneliti disini hanya akan berlokus pada Kecamatan Watunohu sesuai dengan
informasi dan data yang didapatkan sebelumnya. Maka penelitian ini mengangkat
judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu

Kabupaten Kolaka Utara”.

I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan
Watunohu Kabupaten Kolaka Utara?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga

Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupate Kolaka Utara?
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I.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukan penelitian ini yakni

sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka
Utara

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di

Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara

I.4 Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu atau
menjadi bahan masukan untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian
ulang dengan menggunakan cara penelitian yang berbeda dan informan-
informan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
bahan masukan bagi stakeholder yang berkepentingan pada
penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui Program Keluarga

Harapan (PKH).
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kebijakan Publik
I1.1.1 Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan memiliki dua aspek menurut Thoha dalam Ramdhani &

Ramdhani (2017:2), yakni:

a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau
terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan
pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di
masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan
kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiva yang berdiri sendiri,
terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk
menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan
insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan

yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah
dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu.
Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan

pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang

p— tapkan.

.-,h
H.
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Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang
memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu.
Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam
rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.

Heglo dalam Abidin (2012:6) mendefinisikan kebijakan sebagai a course of
action intended to accomplish some end, atau sebagai suatu tindakan yang
bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Eyestone dalam Hayat (2018:12) mengemukakan bahwa kebijakan adalah
the relationship of government unit to its environment (hubungan pemerintah
dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan). Hubungan antar unit-unit dalam
lembaga pemerintahan adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber
secara top-down. Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan
oleh bawahan baik secara kelembagaan ataupun personal. Kebijakan itu
berbentuk korelasi antarunsur dan lembaga.

Mengenai kebijakan publik, menurut Wahab dalam Ramdhani & Ramdhani
(2017:3) menyatakan bahwa:

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada
pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yangdilakukan secara
acak dan kebetulan;

b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling
berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan
tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan

yang berdiri sendiri;

hkan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan

a sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
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d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman
tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah
tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

e. Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai
serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh
pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-
bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk
efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan

pengawasan kebijakan.

Lebih lanjut menurut David Easton dalam Suratman (2017:10) Kebijakan
publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh
masyarakat. Sedangkan menurut Carl J. Friedrick dalam Suratman (2017:10)
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,
kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan
hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan

kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada
peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini,
dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat
pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat

diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya.

ebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh

masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut
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diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan
oleh badan/ lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan sebagai
produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut
kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat
membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan.
Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan
bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan
dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung

kepada penilaian masyarakat.

I1.1.2 Tingkatan Kebijakan Publik
Menurut Mulyadi (2016:36) dalam peraturan tertulis, kebijakan publik di
Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 dari yang tertinggi, yaitu antara lain :

1. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan
menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945) yang
merupaan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat direvisi hanya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh
rakyat Indonesia. Perumusan Agenda Formulasi Kebijakan Adopsi

Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan

2. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama
antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan

ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas

brmasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh
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kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini

adalah Peraturan Daerah (Perda).

3. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif
saja. Di dalam perkembangannyaa, peran eksekutif tidak cukup
melaksanankan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, kaerna produk dari
legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan
peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan
legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah
Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden
(Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen),

Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/Peraturan Walikota/Bupati.

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat
kelurahan/desa sampai pada tingkat Negara. Namun demikian menurut Nugroho
dalam Pasolong (2010:40) , kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu
(1) kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat
umum, seperti yang disebut diatas, (2) kebijakan yangbersifat meso, yaitu
kebijakan yang bersifat menegah atau memperjelas pelaksanaan, seperti
kebijakan Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota, (3) Kebijakan yang bersifat
mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaanatau implementasi dari
kebijakan diatasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat public

dibawah Menteri , Gubernur, Bupati dan Walikota.
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I1.1.3 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan

dalam rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan

publik menurut Dunn dalam Suharno (2013:22-23) adalah sebagai berikut :

1.

Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda
publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda
untuk waktu lama.

Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan
peradilan dan tindakan legislatif.

Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,
konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang
memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Evaluasi/Penilaian kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan
apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam

pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

pdangkan menurut James Anderson dalam Pasolong (2010:41), sebagai
bijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

ulasi masalah
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Apa masalahnya ?Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah
kebijakan? Bagaimanan masalah tersebut dapat masuk agenda
pemerintahan?

2. Formlasi kebijakan
Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk
memecahkan masalah tersebut? Siapa-siapa yang berpartisipasi dalam
formulasi kebijakan ?

3. Penentuan kebijakan
Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang
harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari
kebijakan yang telah ditetapkan?

4. Implementasi kebijakan
Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka
kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

5. Evaluasi kebijakan
Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang
mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah

tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan AG. Subarsono dalam Pasolong(2004:8), mengatakan bahwa
proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam
proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas Politis Tersebut mulai dari (1)

Penyusunan agenda, (2) Formulasi kebijakan, (3) Adopsi Kebijakan, (4)

— asi Kebijakan, dan (5) Evaluasi Kebijakan.
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I1.1.4 Tujuan Kebijakan Publik
Menurut Bambang Sunggono (1994: 12) fungsi utama dari suatu negara
adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi 11
seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pada
umumnnya yaitu :
1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
2. Memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara
sebagai stimulator)
3. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai

distributor).

II.2 Konsep Implementasi
I1.2.1 Pengertian Implementasi

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah
implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan
pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislative atau para pengambil
keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam
kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu
kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik
dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu
kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu

sendiri.

— engertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam
N (2017:25) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

ejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
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diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan.

Abdul Wahab dalam Tahir (2015:55) mengatakan bahwa implementasi
kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi
masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin

dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
dalam Suratman (2017:26) yang menjelaskan makna implementasi dengan
mengatakan bahwa hakikat implementasi kebijakan adalah memahami apa yang
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.
Proses implementasi normalnya berjalan melalui sejumlah tahapan mulai dari
pasasi peraturan perundang-undangan, diikuti dengan keputusan-keputusan
tentang output-output kebijakan dari instansi pelaksana, kepatuhan kelompok
sasaran terhadap keputusan-keputusan tersebut, dampak aktal yang diinginkan
maupun yang tidak diinginkan, dampak yang dipahami oleh instansi pelaksana,

dan akhirnya revisi awal dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut Thomas R Dye dalam Suharto (2006:44) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai “whatever government choose to do or not to do” (apapun

yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini

kan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan
i erupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

ng itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan
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kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan

pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Menurut Santosa (2008:43) implementasi kebijakan adalah aktivitas-
aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif.
Implementasi ini merupakan pelakasanaan aneka program yang dimaksudkan
dalam suatu kebijakan. Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Suratman
(2017:29) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan
keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun
dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

penting atau keputusan badan peradilan.

Sementara Van Meter dan Van Horn dalam Suratman (2017:26)
mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan
tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan
menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam
rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar
dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap
implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan
terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap
implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana

disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

nplementasi seringkali digunakan sebagai suatu istilah tunggal tanpa

ebenarnya, obyek dari kata implementasi adalah kebijakan. Kebijakan
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harus ada terlebih dahulu, baru kemudian menyusul implementasi, dan yang
diimplemtasikan adalah kebijakan. Pada umumnya implementasi mengikuti

teorema formulasi dan keputusan tersebut .

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan
dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana
aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan
yang diinginkan. Sesuai yang dikatakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2015:65)
bahwa implementasi menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada
tercapainya tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dampak
kebijakan yang paling nyata adalah adanya perubahan kondisi yang dirasakan
oleh kelompok sasaran, yaitu dari kondisi yang satu (misalnya miskin atau tidak

sejahtera) ke kondisi lain yang lebih baik (misalnya makmur dan sejahtera).

I1.2.2 Unsur-unsur Implementasi
Unsur-unsur implementasi kebijakan publik menurut Tacjhan dalam
Suratman (2017: 33) adalah :
1. Pelaksana
Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, yaitu pelaksana kebijakan
merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari

penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan

kan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan,

Isunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan
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operasional, pengawasan serta penilaian. Pihak yang terlibat penuh dalam
implementasi kebijakan publik adalah birokrasi. Unit-unit birokrasi menempati
posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap
formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai
peranan besar namun tidak dominan.
2. Program yang dilaksanakan
Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-
tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek.
Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komptehensif yang
sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam
satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan,
prosedur, metode, standar, dan budjet. Program harus memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:
a. Sasaran yang dikehendaki,
b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
c. Besarnya biaya yang dipelukan beserta sumbernya,
d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan
e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun
dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang

diperlukan.

Selanjutnya, Grindle dalam Suratman (2017:34) menjelaskan bahwa isi

program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (interest

— ed), jenis manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang diinginkan

oIp Nt of change envisioned), status pembuat keputusan (site of decision
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making), pelaksana program (program implementers) serta sumber daya yang

tersedia (resources commited)”.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa

tahap, yaitu :

a. Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan
perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta
biaya dan waktu.

b. Melaksanakan (application) program dengan mendayagunakan struktur-
struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan
metode yang tepat

c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana
pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

3. Target Group atau Kelompok Sasaran
Target Group atau Kelompok Sasaran dapat didefenisikan yaitu sekelompok
orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau
jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam
konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh
kelompok sasaran, seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat
pendidikan, pengalaman, usia, serta kondisi sosial-ekonomi mempengaruhi

terhadap efektivitas implementasi.

1ajemen Implementasi

oIp dalam manajemen implementasi kebijakan James A.F. Stoner, dkk

Suratman  (2017:35) mengemukakan tahapan manajemennya: i)
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implementasi strategi (pra-implementasi), ii) pengorganisasian (organizing), iii)
penggerakan dan kepemimpinan, serta iv) pengendalian.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan
proses kebijakan publik. Begitu pentingnya dimensi implementasi sebuah
kebijakan, maka persyaratan utama yang harus diperhatikan menurut Suratman
(2017:36) adalah bahwa: i) Mereka yang akan mengimplementasikan suatu
keputusan seharusnya tahu apa yang mereka laksanakan, ii) Keputusan kebijakan
dan peraturan implementasi, harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat
sesuai sasaran dan arahan kebijakan, iii) Jika kebijakan harus diimplementasikan
secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tetapi jelas

apa yang menjadi sasaran dan arahan kebijakan itu.

Persyaratan-persyaratan tersebut hendaknya dapat dipenuhi agar tidak
terjadi hal-hal sebagai berikut: i) para implementor akan kacau terhadap apa yang
seharusnya mereka lakukan, ii) mereka akan memiliki diskresi (kewenangan)
sendiri sesuai dengan keinginan mereka untuk mendorong keberhasilan
implementasi kebijakan, dan iii) para implementor kebijakan akan berbeda
pandangannya dengan pimpinan atau top manajement dalam hal pelaksanaan
atau implementasi dari sebuah kebijakan, dan pada akhirnya akan berdampak

pada kegagalan implementasi kebijakan.

I1.2.4 Prinsip Implementasi Kebijakan
Menurut Nogroho dalam Sirajuddin (2014:4) tidak ada model yang terbaik,

setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang

. Dengan demikian, untuk memilih model yang terbaik seharusnya

N ' : mbangkan prinsip "empat tepat”, Tepat pertama, menyangkut jawaban
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terhadap pertanyaan berikut: 1) apakah kebijakannya sendiri sudah tepat.
Ketepatan ini dapat dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan
hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dicapai, 2) apakah
kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang
hendak dipecahkan, 3) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai
kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
Tepat kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat
menjadi pelaksana, vyaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah
masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization

atau contracting out).

Tepat ketiga, adalah tepat target. Ketepatan target ini berkenaan dengan 3
hal, yaitu:

1. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah
tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan
dengan intervensi kebijakan lain,

2. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak, dan

3. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau
memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Tepat keempat, adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling

menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal.

I1.2.5 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Pendekatan implementasi kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah.

bna itu, dalam pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan

ang ditunjukkan dalam pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan
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oleh Abidin dalam Aneta (2010:56), bahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat

beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak bias. Dalam
pendekatan ilmiah, analisis dilakukan setelah memperoleh data secara
objektif. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang
kepastian dalam pelaksanaan sesuatu kebijakan yang siap diimplementasikan.

2. Pengumpulan data secara terarah. Untuk kepentingan implementasi kebijakan
dibutuhkan data yang akurat dan terarah agar setiap produk kebijakan dapat
diimplementasikan sesuai dengan substansi dari produk kebijakan tersebut.

3. Penggunaan ukuran atau kriteria yang relevan.

4. Rumusan kebijakan yang jelas.

I1.2.4 Model Implementasi Kebijakan
1. Model Implementasi Kebijakan mrenurut Grindle

Implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Wibawa (1994:22)
ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar
Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi
program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka
implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus,
tergantung pada implementability dari program itu yang dapat dilihat pada

isi dan konteks kebijakannya.
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Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle
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Isi kebijakan mencakup: (1) kepentongan yang terpengaruh oleh
kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan
yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana

program, (6) sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan konteks impementasi yang dimaksud: (1) kekuasaan
(power) dan strategi aktor yang terlibat (I nterest strategies of actors
involved), (2) karakteristik vblembaga dan penguasa (institution and regime
characteristics), (3) kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance

and responsiveness).

Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan sangat sulit
diimplementasikan disbandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan.
Sehingga konten kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang
harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan dan konteks
kebijakan mempengaruhi proses implementasinya. Maksud konten adalah

bahwa kebijakan yang akan diambil dipengaruhi oleh :

1) Kepentingan yang dipengaruhi (terpengaruh oleh kebijakan);
bahwa setiap kebijakan yang akan diambil akan
mempertimbangkatn dampak terhadap aktivitas politik yang

distimulasi oleh proses pengambilan keputusan.

2) Tipeljenis manfaat yang akan dihasilkan; bahwa proses

implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam-

macam tujuan yang ingin dicapaidan oleh dengan cara mana

tujuan-tujuan itu dirumuskan.
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3)

4)

5)

6)

Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang
ditetapkan yang mengharapkan adanya sedikit perubahan perilaku
di masyarakat akan mudah untuk diimplementasikan, tetapi untuk
program yang dirancang pada perubahan mendasar di masyarakat

dalam jangka panjang akan sulit dimplementasikan.

Kedudukan/letak pengambil keputusan (pembuat kebijakan);
bahwa kebijakan tertentu berkaitan dengan kewenangan dan
kerumitan dalam pengambilan keputusan terhadap tingkat
(nasional dan lokal) dan jumlah orang atau unit dalam pengambilan

keputusan.

Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan
formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan
ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program (lintas
geografi dan organisasi), kebijakan dengan lintas geografi dan
organisasi yang tinggi akan lebih sulit menjalankan program

(kebijakan) dan semakin memerlukan pengambilan keputusan.

Sumber daya yang dikerahkan/dilibatkan, bahwa setiap keputusan
yang diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang
dibuthkan untuk mengimplementasikan program yang telah

ditetapkan.

Konteks (lingkungan) politik, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh
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1)

2)

3)

Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat; bahwa
yang akan mengimplementasikan mungkin mencakup banyak
aktor. Masing-masing aktor mungki memiliki kepentingan-
kepentingan dalam kebijakan/program dengan membuat tuntutan
(permintaan) atas pengalokasian prosedur-prosedur. Seringkali
tujuan dari aktor bertentangan dengan aktor lainnya, termasuk pada
hasil dan konsekuensi siapa mendapatkan apa. Akan ditentukan
melalui strategi, sumberdaya dan posisi kekuasaan masing-masing

aktor.

Karakteristik lembaga dan penguasa/resmi; bahwa apa yang
diimplentasikan mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik
dari kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk
mendapatkan sumber daya yang terbatas, respon dari petugas
yang mengimplementasikan, dan tindakan-tindakan elit politik,
semuanya berinteraksi dalam konteks kelembagaan masing-

masing.

Ketaatan/kepatuhan dan daya tanggap; bahwa dalam upaya untuk
mencapai tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang
timbul dari interaksi antara lingkungan program dan administrasi
program. Yang pertama, birokrat harus berhadapan dengan
masalah yang berkaitan dengan bagaimana menjaga ketaatan agar
hasil akhir dari kebijakan dapat dicapai walaupun mereka harus
menangani berbagai iteraksi diantara aktor yang berkepentingan

dalam implementasi kebijakan tersebut. Yang kedua, bagaimana
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responsivitas dari birokrat terhadap keinginan-keinginan dari
mereka yang akan menerima manfaat dari pelayanan yang
diberikannya agar tujuan kebijakan dan program dapat tercapai.
Agar efektif maka implementor harus memiliki seni dalam berpolitik
dan harus memahami dengan baik lingkungan dimana mereka akan

merealisasikan kebijakan dan program-programnya.

2. Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Meter dan Horn (1975) merumuskan sebuah abstraksi yang
memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil
atau kinerja suatu kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam
Wibawa (1994:19) Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara
sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam
antarhubungan berbagai faktor sebagaimana terlihat pada bagan berikut

ini :

PC
\
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Gambar 1.2 Model Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn
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Berdasarkan bagan diatas, dapat dilihat suatu kebijakan tentulah
menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para
pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasrnya merupakan penilaian
tas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Karena dijadikan
sebagai kriteria penelitian, maka standar sasaran dirumuskan secara
spesifik dan kongkret. Untuk dapat menangkap tujuan spesifik yang
diinginkan suatu kebijakan, maka evaluator perlu mengenali pernyataan

pemerintah tentang kebijakannya itu.

Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik yang berupa
dana maupun intensif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana
yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai.
Persoalannya adalah berapakah dan minimal yang harus tersedia untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan? Dalam perspektif ini evaluator

dapat menguiji efisiensi dari implementasi kebijakan yang dikajinya.

Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang
efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antarorganisasi
dan aktivitas pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang
diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab
mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat
potensial untuk terjadi penyimpangan. Ini menyangkut persoalan
kewenangan dan kepemimpinan. Organisasi atasan (superior) mestinya

mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana untuk

emiliki idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan.
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Persolan di atas juga berkaitan erat dengan karakteristik birokrasi
pelaksana. Struktur birokrasi pelaksana, yang meliputi karakteristik, norma,
dan pola hubngan yang potensial maupun aktual sangat berpengaruh

terhadap keberhasilan implementasi.

Sebagaimana dapat diambil inferensi logis dari bagan system
kebijakan diatas, kondisi sosial, ekonomi, dan politk juga berpengaruh

terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Kesemua variable tadi membentuk sikap pelaksana terhadap
kebijakan yang mereka implementasikan, untuk pada akhirnya menetukan
seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas dan obyektivitas
para individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons mereka

terhadap semua variabel tersebut.

1.3 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)
I1.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial
yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash

Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang

1di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

ebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses

miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai
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fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang
tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk
mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf
kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden
RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan
pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan
pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial
lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH
diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan
kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan

pemberdayaan sosial nasional.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
Program Keluarga Harapan Tahun 2018 dijelaskan bahwa pelaksanaan PKH

dijalankan berdasar peraturan dibawah ini:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

paran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan

aran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya
Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
156);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja
Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017
Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan
Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

eri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1125);

I.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme
Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

m. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 187)

I1.3.2 Kriteria Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan
rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin,
memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan pasal 5 Kriteria komponen penerima Bantuan
Sosial PKH adalah sebagai berikut (disesuaikan dengan kebijakan PKH tahun

2020);

Gambar 1.3 Komponen PKM PKH

_..-__
—
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1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
a. Ibu hamil/menyusui; dan
b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kiriteria komponen pendidikan meliputi:
1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
3) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum
menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
1) Lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh) tahun; dan

2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

11.3.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2019,

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga
miskin dan rentan;

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat
dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan

sosial;

urangi kemiskinan dan kesenjangan.
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e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga

Penerima Manfaat.

I1.3.4 Hak dan Kewajiban peserta/KPM Program Keluarga Harapan (PKH)
1. Hak Peserta PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 6, KPM PKH berhak

mendapatkan :

1) Menerima bantuan sosial;

2) Pendampingan sosial;

3) Pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan

4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan,
subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan
bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban Peserta PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 7, Kewajiban peserta PKH

terdiri atas empat hal sebagai berikut:

1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan
anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;

2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran

paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi

— hak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
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3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai
kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60
(enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan

Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud Diatas akan dikenakan sanksi berupa penangguhan atau
penghentian Bantuan Sosial PKH sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 9.

I1.3.5 Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial PKH pada tahun 2020 terbagi menjadi dua jenis yaitu
Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga
a. Reguler : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
b. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun

2. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

1) Ibu hamil : Rp. 3.000.000,-

2) Anak usia dini : Rp. 3.000.000,-

3) SD ' Rp. 900.000,-

4) SMP : Rp. 1.500.000,-

5) SMA : Rp. 2.000.000,-

- sabilitas berat : Rp. 2.400.000,-

| P hnjut usia : Rp. 2.400.000,-
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Perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal empat (empat) orang dalam

satu keluarga yang kategorinya dapat terdiri atas :

» Ibu hamil/nifas dengan maksimal 2 (dua) kehamilan di dalam keluarga PKH

» Anak usia dini maksimal 2 (dua) orang di dalam keluarga PKH

» Anak usia sekolah (SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat)

» Lanjut usia dengan usia + 70 (tujuh puluh) tahun maksimal 1 (satu) orang
di dalam keluarga penerima PKH

» Penyandang disabilitas berat maksimal 1 (satu) orang didalam keluarga

PKH

Il.4 Kerangka Pikir

Mengingat begitu banyaknya persoalan kemiskinan di Indonesia,
pemerintah mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang
diupayakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Diantara program-program sosial pemerintah dalam rangka
penanggulangan kemiskinan tersebut, salah satu program yang diharapkan tepat
sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan
yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial
bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga
penerima manfaat PKH. Kebijakan PKH dianggap sebagai kebijakan paling efektif
dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia dibandingkan dengan program-
program lainnya sehingga kementrian sosial gencar dalam meningkatkan jumlah

penerima PKH untuk tahun selanjutnya. Namun kehadiran program ini mungkin

m— iderung menjadikan masyarakat menjadi ketergantungan terhadap
Hari pemerintah, sehingga tujuan dari PKH itu sendiri tidak tercapai dalam

urangi kemiskinan dan kesenjangan serta tidak menciptakan perubahan
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perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan
kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan
penelitian secara langsung di lapangan untuk mengamati pelaksanaan PKH,
sehingga tujuan PKH dapat tercapai dalam mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dan observasi awal di lapangan yang menunjukkan
jumlah angka kemiskinan di Kecamatan Watunohu yang cukup tinggi namun
jumlah penerima bantuan PKH yang masih dirasa cukup kurang, maka peneliti
berusaha mengamati pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di
kecamatan tersebut dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan oleh
Van Meter dan Van Horn yang pelaksanaanya dipengaruhi oleh 1) standar dan
sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik agen/badan pelaksana, 4)
sikap pelaksana, 5) komunikasi antar organisasi dan pengukuhan

aktivitas/aktivitas pelaksana, dan 6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
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Gambar 11.5 Kerangka Pikir

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

A4

l ,,

Pertemuan Validasi Calon Proses Penyaluran
Awal Keluarga Pendampingan Bantuan Sosial
Penerima
Manfaat (KPM)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Van Meter dan Van Horn

Standar dan sasaran kebijakan

Sumber daya

Karakteristik agen/badan pelaksana

Sikap pelaksana

Ok wbdE

aktivitas/aktivitas pelaksana
Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

o

Komunikasi antar organisasi dan pengukuhan

|

Hasil Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara

Optimization Software:
www . balesio.com

39




